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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pemasarakatan merupakan konsep dari beberapa gagasan yang timbul akibat 

tujuan pidana penjara. Gagasan ini pertama kali diungkapkan pada tanggal 12 

januari 1962 oleh Menteri Kehakiman, Sahardjo pertama kali. Sahardjo 

mengungkapkan hal penting bahwa pemasyarakatan tidak hanya dirancang untuk 

mengurung narapidana namun untuk mencapai pulihnya kehidupannya, hidup dan 

penghidupan. Perubahan sistem pemenjaraan menjadi pemasyarakatan menjadi 

momen dalam perbaikan untuk perlakuan dan penghormatan terhadap Hak Asasi 

Manusia (HAM).1 

Narapidana yang ada di Rutan/Lapas harus dikembalikan ke kehidupan 

masyarakatan sebagai warga masyarakat yang bermanfaat. Hal ini sesuai dengan 

Konsepsi Hukum Nasional yang diungkapkan oleh Sahardjo dengan 

menggambarkan berupa Pohon Beringin yang melambangkan logo Pengayoman.2 

Setelah 32 tahun, pada tahun 1995 konsep tersebut kemudian disahkan melalui 

menjadi Undang Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 yang kemudian 

diterbitkannya Undang Undang Pemasyarakatan terbaru yakni Nomor 22 Tahun 

2022 dengan tidaknya merubah konsep pemasyarakatan tersebut. Undang Undang 

Pemasyarakatan memandatkan proses program dari pemasyarakatan tersebut yang 

 
1 Widya Daniswara Doris Rahmat, Santoso Budi NU, “Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam 

Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan,” Widya Pranata Hukum 3, no. 2 (2021): 282 
2 N K Citrawati, L Husni, and M Risnain, “Kedudukan Dan Kewenangan Pengelolaan Rumah 

Tahanan Negara (Rutan) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” Jurnal Education and … 

8, no. 2 (2020):425–38. 



 
  

salah satunya yaitu program pembinaan narapidana. Pemasyarakatan sendiri 

berfungsi melakukan pembinaan terhadap narapidana berdasarkan dari sistem, 

kelembagaan dan pembinaan yang menegaskan akhir dari suatu sistem 

pemidanaan namun dengan tidak mengabaikan eksistensinya sebagai masyarakat 

dalam tata peradilan pidana.3 

Program pembinaan dalam Pemasyarakatan dilaksanakan oleh Lembaga 

Pemasyarakatan (Lapas). Menurut Undang-Undang Pemasyarakatan terbaru 

Fungsi pemasyarakatan sendiri yakni melaksanakan pelayanan baik 

tahanan/narapidana, pembinaan narapidana, pembinaan kemasyarakatan, 

perawatan kesehatan, pengamanan, serta pengamatan. Dalam undang undang yang 

sama diungkapkan bahwa penyelenggara sistem dan fungsi pemasyarakatan 

dilaksanakan di Rutan (Rumah Tahanan), Lapas (Lembaga Pemasyarakatan), 

BAPAS (Balai Pemasyarakatan), LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), 

LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara), serta tempat tempat lain yang 

telah ditentukan. Sebagai unit pelaksana teknis khusus remedial, Lapas dianggap 

sebagai laboratorium bagi usaha merehabilitasi taraf hidup terpidana serta tempat 

bagi terpidana untuk merenungkan kembali apa yang dirasakan selama terisolasi 

dari keluarga maupun orang disayangi. Selain itu Lapas merupakan tempat 

sebagai upaya pelaku agar diberikan pendidikan dan keterampilan selama 

menjalani masa hukuman.4 

 
3 Salinan Negara, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang 

Pemasyarakatan,” 2022. 
4 Enny Nurbaningsih, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan,” 

Jakarta: BPHN, 2017, 1–115, https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_pemasyarakatan.pdf. 



 
  

Pemasyarakatan sendiri dikenal dengan reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial ini 

merupakan kebijakan pidanan yang berlandaskan pada upaya sosial pemulihan 

kesatuan hubungan antara masyarakat dengan pelaku tindak pidana. Tercapainya 

reintegrasi memastikan para pelaku tindak pidana untuk kembali ke masyarakat 

sehingga setelah dibebaskan mereka dapat menjalani kehidupan yang normal, taat 

pada hukum dan juga hidup mandiri.5 Dengan demikian, masyarakat secara tidak 

langsung seharusnya ikut bertanggung jawab dalam upaya pembinaan pelanggar 

hukumdengan reintegrasi sosial membuat pilihan kepada pelaku tindak bina 

menanamkan nilai nilai positif baik saat menjadi narapidana maupun Klien 

Pemasyarakatan.  

Pembinaan terhadap narapidana yang dilakukan oleh lembaga 

pemasyarakatan tidak hanya sebatas melalui metode di dalam saja melalui metode 

pembinaan di luar lapas yang salah satu hak narapidana yang di atur dalam 

Undang undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasayarakatan pasal 14 huruf 

(K) adalah “narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat”6 

  Namun pembebasan bersyarat pun bisa dicabut dengan syarat syarat yang 

terdapat pada Pasal 86 Permenkumham  No 7 tahun 2022 Tentang syarat dan tata 

cara pemberian remisi,asimilasi,cuti mengunjugi keluarga, pembebasan 

bersyarat,cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat,yang berbunyi: “Pemberian 

pembebasan bersyarat bagi narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi, 

tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi 

 
5 Feny Windiyastuti, “Konsep Restorative Justice Dalam Perkara Anak Ditinjau Dari Perspektif 

Kemanfaatan Hukum” (2021); Andi Kurniawan, “Narapidana Terorisme,” Jurnal Gema Keadilan 

10, no. 1 (2023): 1–11. 
6 Undang undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasayarakatan pasal 14 huruf (K) 



 
  

manusia yang berat, dan kejahatan transional terorganisasi lainnya, selain harus 

memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 harus memenuhi syarat: 

A. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (Dua per tiga) masa pidana ,dengan 

ketentuan 2/3 (Dua per tiga) masa pidana tersebut paling singkat 9 

(sembilan) bulan; dan  

B. Telah menjalani asimilasi paling sedikit 1/2 ( Satu per dua) dari sisa masa 

pidana yang wajib dijalani” 7 

Syarat dalam pemberian Program PB adalah berkelakuan baik, serta aktif 

dalam mengikuti seluruh program pembinaan selain itu menunjukkan adanya 

penurunan nilai resiko berdasarkan instrumen menurut KEPDIRJENPAS Nomor 

PAS-31.OT.02.02 Tahun 2021 tentang Instrumen Asesmen Risiko Residivisme 

Indonesia (RRI) dan Instrumen Asesmen Kebutuhan Kriminogenik bagi 

Narapidana dan Klien. Instrumen ini adalah bentuk penilaian praktis untuk 

menurunkan perilaku kriminal. RRI menjadi penilaian untuk menentukan level 

layanan/penempatan narapidana yang terkait resiko pengulangan/residivis. Hasil 

RRI yang rendah menjadi penilaian dalam pemberian PB. Setelah narapidana 

mendapatkan pembebasan bersyarat, bukanlah langkah akhir seorang Narapidana. 

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memiliki peran yakni adalah pengawasan 

Narapidana yang menjalankan Program PB yang disebut sebagai Klien 

Pemasyarakatan. Seorang Klien berkewajiban untuk mengikuti peraturan dalam 

menjalani Program PB.8 

 
7Darmawati, “Aspek hukum pemenuhan hak atas pembebasan bersyarat narapidana korupsi” 

(2019) ; Jurnal restorative Justice Vol. 3, Nomor 2. Hlm 2  
8 Asisah, “Program Reintegrasi Sosial Pada Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lapas Klas Ii a 

Narkotika Cipinang Jakarta,” 2015, 1–127; Rama Fatahillah Yulianto and Ali Muhammad, 



 
  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Adrian Sofiyan bahwa disampaikan walau 

Pembimbing Kemasyarakatan memiliki tugas dalam pengawasan dilakukan sesuai 

prosedur, namun dalam pelaksanaan masih memiliki beberapa kendala. Salah 

satunya adalah Pembimbing Kemasyarakatan menyadari bahwa sulitnya untuk 

membangun partisipasi dari klien untuk melakukan program pembimbingan PB. 

Pembimbing Kemasyarakatan harus memastikan adanya pemenuhan tanggung 

jawab dari klien pemasyarakatan dan fokus terhadap perubahan mereka sebagai 

klien karena Pembimbing Kemasyarakatan perlu untuk mengatasi faktor-faktor 

kriminogenik spesifik klien pemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) 

mampu merekomendasikan penindakan jika klien melakukan pengulangan tindak 

pidana.9 Berdasarkan Permenkum HAM Nomor 7 Tahun 2022 pada Pasal 139 

disebutkan bahwa “pencabutan Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang 

Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB) akan dilakukan dengan syarat umum yaitu 

menjadi tersangka ataupun terdakwa dan diikuti dengan penahanan di rutan.10 

Jadi apabila klien kembali melakukan tindak pidana, maka akan dicabut 

Pembebasan Bersyaratnya. Hal ini sering terjadi pada narapidana dalam masa 

percobaan Pembebasan Bersyarat dikarenakan masa percobaan Klien Pembebasan 

Bersyarat yang cukup panjang yakni 1 (satu) tahun setelah selesai seluruh masa 

hukumannya. Klien yang melakukan tidak pidana dibuktikan dengan memiliki 

 
“Eksistensi Institusi Pemasyarakatan Dalam Mewujudkan Reintegrasi Sosial Kepada Warga 

Binaan Pemasyarakatan,” Yustitia 7, no. 2 (2021): 173–84, 

https://doi.org/10.31943/yustitia.v7i2.139. 
9 Adrian Sofyan, “Pengawasan Klien Pemasyarakatan Pada Program Pembebasan Bersyarat Oleh 

Pembimbing Kemasyarakatan,” Jurnal Syntax Admiration 1, no. 7 (2020): 727–28; Andri Muladi 

and Umar Anwar, “Proses Diversi Pada Tingkat Penyidikan Kasus Anak Yang,” Jurnal Pendidikan 

Kewarganegaraan Undiksha 11, no. 3 (2023): 118–26. 
10 Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “Permenkumham Nomor 7 Tahun 

2022,” Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2022 



 
  

proses hukum baik dalam kepolisian maupun kejaksaan dan menjadi 

tahanan/narapidana residivis. Tahanan atau narapidana Residivis adalah 

narapidana yang melakukan pengulangan kembali suatu tindak pidana. Menurut 

Pasal 58 UU Pemasyarakatan disebutkan Kepala Bapas wajib mengakhiri 

pembimbingan kemasyarakatan dengan mencabut pembebasan bersyaratan dari 

kliennya.11 

Pencabutan Hak Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti 

Bersyarat sering terjadi dikarenakan Narapidana yang sudah mendapatkan 

Pembebasan Bersyarat melakukan pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai 

tersangka/terpidana, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri 

hukum dan hak asasi manusia nomor 3 tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara 

Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan 

Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat pada Bab IX paragraph III. 

 Pasal 139 Permenkumham No 7 Tahun 2022 yang berbunyi ;  

Pencabutan pembebasan bersyarat,cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 dilakukan berdasarkan;  

a. Syarat umum,melakukan pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai 

tersangka/terdakwa yang diikuti penahanan dirumah tahanan negara atau 

terpidana; dan/atau 

b. Syarat khusus terdiri atas;  

1. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat  

2. Melaksanakan kewajiban melapor kepada bapas yang membimbing 

paling banyak 3 (Tiga) kali berturut turut 

3. Tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada 

bapas yang membimbing dan/atau 

 
11 rintis Uthita Dan Hervina Puspitosari Hernanda, “Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana : 

Perspektif Teori Pemidanaan,” Jurnal Kertha Semaya 11, No. 8 (2023): 1848–61; Dwianto Bayu 

Susanto, “Pola Pelaksanaan Bimbingan Narapidana Selama Pembebasan Bersyarat Untuk Tidak 

Melakukan Tindak Pidana,” Jurnal Brawijaya 26, no. 4 (2013): 1–37. 



 
  

4. Tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang di 

tetapkan oleh bapas  

 

Pasal 140 Permenkumham No 7 Tahun 2022 berbunyi : 

(1) Dalam hal pencabutan dalam hal pencabutan di lakukan karena klien 

dewasa melakukan pelanggaran syarat umum sebagaimana di maksud dalam 

pasal 139 huruf a maka : 

a. Untuk pencabutan pertama kalinya,tahun pertama dan tahun ke dua 

pada pidana baru untuk di berikan remisi berdasarkan keputusan 

pencabutan. 

b. Untuk pencabutan kedua kalinya,tahun pertama,tahun kedua, dan 

tahun ketiga pada pidana baru tidak di berikan hak 

remisi,asimilasi,pembebasan bersyarat,cuti menjelang bebas atau cuti 

bersyarat,berdasarkan putusan pencabutan 

c. Untuk pencabutan ketiga kalinya,pada pidana baru tidak di berikan : 

1. Remisi dan asimilasi pada tahun pertama,tahun 

kedua, dan tahun ketiga dan 

2. Pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas atau 

cuti bersyarat. 

d. Selama di luar lapas tidak di hitung sebagai menjalani masa pidana 

e. Sisa masa pidana di laksanakan setelah narapidana menjalani pidana 

baru 

f. Selama menjalani sisa masa pidana,narapidana tidak di berikan 

remisi,asimilasi,pembebasan bersyarat,cuti menjelang bebas,atau cuti 

bersyarat. 

(2)  dalam hal pencabutan di lakukan karena klien dewasa melakukan 

pelanggaran syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 139 huruf 

b , berlaku ketentuan sebagai berikut: 

a. Selama di luar lapas tidak dihitung sebagai menajalani masa pidanan 

dan 

b. Selama menjalani sisa masa pidana, narapidana tidak diberikan 

remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, atau 

cuti bersyarat 

(3) Klien anak yang dicabut asmilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang 

bebas,atau cuti bersyarat, berlaku ketentuan sebagai berikut; 

a. Selama berada dalam bimbingan bapas tetap dihitug sebagai 

menjalani masa pendidikan dan /atau 

b. Selama menjalani masa pidana/pendidikan tetap diberikan haknya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. 

 

 

Lapas Kelas II Gorontalo merupakan sebuah Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

Pemasyarakatan yang menjalankan tugas melakukan pembinaan bagi narapidana. 



 
  

Namun kenyataannya, Pencabutan hak bebas bersyarat masih belum maksimal. 

Pelaksanaan Pencabutan hak bebas bersyarat sering kali terhambat 

pelaksanaannya dikarenakan beberapa faktor didalam lapas dan narapidana itu 

sendiri.  

Berdasarkan data dari Bapas Gorontalo terdapat satu kasus yang pencabutan 

bersyaratnya dicabut dikarenakan klien tersebut melakukan tindak pidana 

berulang atau residivis, contohnya kasus narkotika pada saat penahanan pertama 

klien ini di jerat karena melakukan transaksi narkotika, pada saat masa pencabutan 

bersyarat narapidana ini ternyata melakukan tindak pidana lagi denga kasus yang 

sama yaitu narkotika tetapi sebagai pemakai, maka dari itu dari pihak bapas 

memproses pencautan bersyarat narapidana ini untuk dii cabut karena telah 

melakukan tindak pidana berulang atau residvis, Adapun data 3 tahun terakhir 

yang dicabutnya pembebasan bersyarat di bapas gorontalo adalah  tahun 2021 

sebanyak 5 orang, 2022 10 orang, 2023 16 orang total 31 orang12 

Timbulnya masalah ini pada dasarnya terjadi pada adanya pertimbangan yang 

dilakukan oleh petugas Pemasyarakatan dalam memberikan program bebas 

bersyarat bagi narapidana di Rutan Kelas II Gorontalo. Timbulnya pertimbangan 

dalam pemberian bebas bersyarat tersebut dilatarbelakangi oleh aturan tentang 

pelaksanaan program Pembebasan Bersyarat sebagaimana awalnya di atur dalam 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 

M.HH-02.PK.05.06 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan 

Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas. Ketentuan ini 

 
12 Harun, Pegawai Bapas, wawancara dengan penulis, Gorontalo, 6 september 2023, pukul 09.43 

Wita. 



 
  

mengungkapkan bahwa pemberian program bebas bersyarat harus memenuhi dua 

syarat utama yakni syarat substantif dan syarat administratif. Pertimbangan 

tersebut diberikan oleh petugas Pemasyarakatan guna menilai keabsahan 

substantif dan administratif untuk semua program bebas bersyarat.  

Syarat Substantif adalah persyaratan yang berkaitan langsung dengan kondisi 

atau kualifikasi narapidana yang mengajukan kebebasan bersyarat. Berdasarkan 

Peraturan Menteri tersebut, syarat substantif meliputi: 

a. Kepatuhan Terhadap Hukum: Narapidana harus menunjukkan perilaku 

baik selama menjalani pidana dan tidak terlibat dalam pelanggaran disiplin 

di dalam lembaga pemasyarakatan. 

b. Lama Hukuman yang Telah Dijalani: Narapidana harus telah menjalani 

sebagian masa hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

Biasanya, narapidana harus telah menjalani minimal dua pertiga dari masa 

hukuman. 

c. Tindakan Tindak Pidana yang Dilakukan: Jenis tindak pidana yang 

dilakukan dapat mempengaruhi kelayakan untuk mendapatkan kebebasan 

bersyarat. Misalnya, pelaku tindak pidana berat atau berulang mungkin 

tidak memenuhi syarat substantif ini. 

d. Tindakan Rehabilitasi: Narapidana harus mengikuti program rehabilitasi 

atau pelatihan yang disediakan oleh lembaga pemasyarakatan, jika 

diperlukan. 



 
  

Syarat Administratif adalah persyaratan yang berkaitan dengan dokumen dan 

proses administratif yang harus dipenuhi dalam pengajuan kebebasan bersyarat. 

Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut, syarat administratif meliputi: 

a. Permohonan yang Diajukan: Narapidana atau kuasa hukumnya harus 

mengajukan permohonan kebebasan bersyarat kepada pejabat yang 

berwenang di lembaga pemasyarakatan. 

b. Dokumen Pendukung: Menyertakan dokumen-dokumen yang 

diperlukan, seperti: 

1) Surat Keputusan Pengadilan: Surat keputusan pengadilan yang 

menetapkan hukuman pidana. 

2) Rekomendasi dari Lembaga Pemasyarakatan: Rekomendasi 

atau pertimbangan dari lembaga pemasyarakatan yang menyatakan 

bahwa narapidana memenuhi syarat untuk mendapatkan kebebasan 

bersyarat. 

3) Bukti Kepatuhan dan Perilaku: Bukti yang menunjukkan bahwa 

narapidana telah menunjukkan perilaku baik selama menjalani 

pidana, seperti catatan disiplin. 

c. Verifikasi dan Evaluasi: Proses administrasi juga melibatkan verifikasi 

dan evaluasi terhadap dokumen dan informasi yang diserahkan, termasuk 

melakukan penilaian terhadap kelayakan narapidana. 

Berdasarkan hal tersebut, maka tersusunlah konsep penelitian dengan judul 

”Pencabutan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Yang Telah 

Mengulangi Tindak Pidana Yang Sama Di Kota Gorontalo” 



 
  

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan pencabutan pembebasan bersyarat terhadap 

Narapidana yang telah mengulangi tindak pidana yang sama di kota 

Gorontalo? 

2. Apa kendala dalam hal proses pencabutan pembebasan bersyarat terhadap 

Narapidana yang telah mengulangi tindak pidana yang sama di kota 

Gorontalo? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembebasan bersyarat terhadap 

Narapidana yang telah mengulangi tindak pidana yang sama di kota 

Gorontalo  

2. Untuk Mengetahui kendala dalam hal proses pencabutan pembebasan 

bersyarat terhadap Narapidana yang telah mengulangi tindak pidana yang 

sama di kota Gorontalo 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis  

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran 

khususnya tentang pencabutan pembebasan bersyarat terhadap narapidana 

residivis bagi pengembangan imu hukum khususnya hukum pidana 

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk memecahkan persoalan narapidana 

yang residivis, khususnya terkait pencabutan hak pembebasan bersyarat di 

Lembaga pemasyarakatan. 



 
  

                                                          BAB II 

                               TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinajaun Umum Tentang Hukum Pidana 

2.1.1 Pengertian Pidana 

Pidana berasal dari kata (straf) Belanda yang sering di definisikan dalam istilah 

“Hukuman” atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja 

dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang 

sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar 

larangan hukum pidana. Larangan dalam hukum pidana secara khusus disebut 

sebagai tindak pidana (strafbaar feit). Muljanto mengatakan bahwa Hukum 

Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang 

mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk Menentukan perbuatan-

perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai 

ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar 

larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang 

telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana 

sebagaimana yang telah di ancamkan..13 

Hukum pidana adalah peraturan yang mengenai pidana. Kata “pidana” sama 

dengan derita atau siksaan, yang berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu instansi 

yang berkuasa dilimpahkan kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak enak 

dirasakannya dan sebagai suatu penderitaan, tetapi harus dengan alasan tertentu 

untuk melimpahkan pidana ini. Ada 2 (dua) unsur pokok dari hukum pidana, yaitu 

 
13 Suyanto, 2018, Pengantar Hukum Pidana,DeepPublish, yogyakarta. hlm. 1 



 
  

: 1. Adanya suatu “norma”, yaitu suatu larangan atau suruhan; dan 2. Adanya 

“sanksi” atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukum pidana.14 

Hukum pidana mempunyai beberapa arti. Hal ini disebabkan karena para ahli 

hukum pidana mempunyai pandangan yang berbeda-beda dalam memberikan 

suatu pengertian tentang hukum pidana. Dalam tulisan ini penulis mengutip 

beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian hukum pidana, yaitu sebagai 

berikut.15 

Hukum pidana, menurut Wirjono Prodjodikoro, adalah seperangkat aturan 

hukum yang mengatur perilaku kriminal. Hukum pidana menurut Sihiariej adalah 

aturan hukum yang dibuat oleh suatu negara berdaulat yang memuat perilaku-

perilaku terlarang yang diwajibkan, serta sanksi pidana bagi yang melanggar, 

tidak mematuhi, kapan dan dalam situasi apa sanksi pidana diterapkan, dan 

bagaimana kejahatan itu dilakukan. Negara menurut hukum menurut Sudarto, 

adalah seperangkat asas hukum yang berlaku bagi perbuatan yang sesuai dengan 

kriteria tertentu dan mengakibatkan suatu kejahatan.16 Van Hamel menyatakan 

bahwa semua dasar dan aturan suatu negara yang dianut dalam memelihara 

ketertiban hukum, yaitu melarang apa yang bertentangan dengan undang-undang 

dan menjatuhkan sanksi kepada mereka yang melanggar larangan tersebut, 

semuanya merupakan dasar dan aturan yang dianut oleh suatu negara dalam 

menjaga ketertiban hukum. Menurut Simons, semua perintah dan larangan negara 

yang mengancam siapapun yang tidak mentaatinya dengan ketidakbahagiaan 

(pidana) adalah pidana, demikian juga semua peraturan yang mengatur keadaan 

 
14 Ayu Efritadewi, Modul Hukum Pidana (tanjung Pinang: UMRAH Press, 2020) 
15 Ishaq, Buku Hukum Pidana (Depok: RajawaliPers,2019) 
16 Ibid, h 3-4 



 
  

akibat hukum dan semua peraturan untuk menjalankan (melaksanakan) dan 

melaksanakan hukum. Semua aturan hukum yang menentukan tindakan apa yang 

harus dihukum dan bentuk hukuman apa yang harus diterapkan, menurut 

Pompe.17 

2.1.2 Tujuan dan Fungsi Pemidanaan 

Berikut ini adalah pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh 

Moeljatno. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan sistem hukum suatu 

negara yang menetapkan dasar dan aturan untuk:18 

a. Menentukan perbuatan mana yang harus dihindari, yang harus dilarang, dan 

yang harus disertai dengan ancaman atau akibat berupa kejahatan khusus 

bagi mereka yang melanggar larangan tersebut; 

b. Menentukan kapan dan dalam keadaan apa sanksi pidana dapat diterapkan 

atau diancamkan terhadap orang-orang yang melanggar larangan tersebut. 

c. Menentukan bagaimana hukuman akan diberikan jika orang-orang yang 

dicurigai melanggar larangan tersebut. 

Menurut Sudarto Hukum Pidana memiliki fungsi umum dan fungsi khusus:19 

1. Tujuan umum hukum pidana adalah untuk mengatur kehidupan 

bermasyarakat dan menyelenggarakan pemerintahan dalam masyarakat. 

Sedangkan peraturan perundang-undangan, menurut Oemar Senoadji, 

merupakan instrumen yang mengarah pada kebijakan ekonomi, faktor 

sosial dan budaya menjadi penting. 

 
17 Ayu Efritadewi, Op.cit, h. 1-2. 
18 Sudaryono dan Natangsa, Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan 

RUU KUHP, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017) 
19 ibid 



 
  

2. Tugas khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum dari 

kegiatan yang berusaha merusak, dengan hukuman yang lebih berat berupa 

sanksi pidana daripada hukuman hukum lainnya. Perorangan dan 

kelompok orang mempunyai kepentingan hukum (masyarakat, negara, dan 

sebagainya). 

Sementara itu, Hla Hart menyatakan bahwa tujuan utama hukum pidana adalah 

untuk melindungi masyarakat dari kejahatan yang terjadi sebagai akibat dari 

pelanggaran hukum. Menurut Hart, tujuan hukum pidana bukan semata-mata 

untuk memperbaiki pelaku kejahatan agar tidak mengulanginya lagi, tetapi juga 

mencegah orang melakukannya sejak awal. Menurut Wilkins, tujuan utama 

hukum pidana adalah untuk mengurangi kemungkinan pelaku kejahatan 

mengulangi perbuatannya. Berdasarkan uraian penulis tentang kewajiban, fungsi, 

dan tujuan hukum pidana tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana 

dengan sanksi-sanksinya diharapkan mampu memerangi kejahatan. Hukum 

pidana diyakini mampu mencegah kejahatan (prevention) baik pada pelanggar 

pertama kali maupun pelanggar berulang.20 

2.1.3 Asas-Asas Hukum Pidana 

1. Asas Legalitas 

Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali adalah peribahasa yang 

terkenal dalam hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbuatan 

yang dapat dipidana kecuali didahului oleh suatu peraturan yang mengatur 

perbuatan tersebut. Pengertian ini disebut juga asas legalitas. Pasal 1 ayat (1) 

 
20 Planning Group, ibid, h. 27. 



 
  

KUHP memuat premis ini. Selain gagasan legalitas, KUHP memuat beberapa asas 

lain, antara lain:21 

Dalam hukum pidana, pengertian legalitas merupakan asas yang fundamental. 

Gagasan ini awalnya diartikulasikan dalam konstitusi Amerika pada Tahun 1776, 

dan sekali lagi di Prancis dalam Pasal 8 Deklarasi droits de l'homme et du citoyen 

pada Tahun 1789. Asas legalitas ini kemudian diabadikan dalam KUHP di 

berbagai negara di dunia. Di Perancis, asas ini pada awalnya tertuang dalam Pasal 

4 KUHP Napoleon Bonaparte (tidak ada pelanggaran, tidak ada kejahatan yang 

dapat dipidana berdasarkan aturan hukum yang ada, sebelum rule of law dibuat 

terlebih dahulu). Asas legalitas di Belanda diatur oleh Pasal 1 ayat (1) Wetboek 

van Strafrecht, yang bertanggung jawab untuk menilai apakah "geen feit is 

strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke 

strafbepalingen."22 

Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 1 ayat (1) 

hukum pidana, yang menyatakan bahwa “kecuali berdasarkan kekuatan hukum 

pidana yang ada, perbuatan itu tidak dapat dipidana”. syarat pertama untuk 

mengambil tindakan terhadap suatu kejahatan adalah adanya ketentuan hukum 

pidana yang merumuskan kejahatan dan memberikan sanksi untuk itu.23 

Asas legalitas memiliki dua fungsi. Dengan kata lain, itu adalah fungsi sarana. 

Tidak ada kejahatan yang dituntut. Fungsi perlindungan Tidak ada hukuman 

kecuali diwajibkan oleh hukum. 

 
21 Fernando, Selayang pandang system hukum diindonesia (Jakarta: Kencana, 2016), h. 45. 
22 Lukman hakim, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa (Yogyakarta: 

DeepPublish,2018), h. 17. 
23  Ibid h. 18 



 
  

2. Asas Tindak Pidana Tanpa Kesalahan 

Pedoman tidak berbuat salah tanpa menyalahkan atau dalam istilah lain disebut 

Geen Straf Zonder Schuld, atau Tanpa Disiplin Tanpa Menyalahkan, atau Actus 

non facit reum nisi mens sist rea. Aturan ini berawal dari UU Hooge Raad 

(Belanda) pada tanggal 14 Februari 1916. Aturan hukum pidana ini berkaitan 

dengan masalah risiko dalam hukum pidana yang didasarkan pada kecurigaan 

bahwa Schuld tidak dapat ditangkap tanpa melawan hukum ( wederrechtelijke), 

tetapi di sisi lain, melawan hukum mungkin tanpa kesalahan. Berdasarkan 

peraturan ini, sesungguhnya meskipun seseorang telah melakukan suatu tindak 

pidana dan telah memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam delik, di samping 

itu perlu juga dibuktikan dapat atau tidaknya ia dipertanggungjawabkan atas 

perbuatannya, yaitu dapat atau tidaknya ia dipertanggungjawabkan. telah 

melakukan kesalahan atau tidak.24 Pada tahun 1955 dalam wacana pengukuhannya 

sebagai guru hukum pidana di Perguruan Tinggi Gajah Mada, beliau 

menyampaikan pandangannya pada pedoman “tidak berbuat salah tanpa 

menyalahkan” (Geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sist rea) 

atau yang lebih dikenal dengan pedoman dualistik. 

Moeljatno menyatakan bahwa "perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud 

dengan sifat perbuatan itu, lebih khusus sifatnya dihalangi dengan bahaya pidana 

dalam hal disalahgunakan." Lebih lanjut Moeljatno menyatakan, definisi 

perbuatan salah itu mengandung tiga hal, yaitu pokok delik yang cenderung 

menurut norma-norma yang sah (normaddressaat), perbuatan ingkar (strafbaar), 

dan bahaya pidana (strafmaat). Ketiga hal tersebut merupakan hal-hal pidana 



 
  

yang termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana. Di sisi lain, risiko pidana 

seolah-olah mempertanyakan perspektif subjektif dari pelaku kesalahan.24 

Untuk dapat mempertanggung jawabkan seseorang dalam hukum pidana, 

diperlukan syarat-syarat untuk dapat memaksa seorang pidana terhadapnya, 

karena melakukan kesalahan. Oleh karena itu, selain melakukan suatu kesalahan, 

risiko pidana dapat seperti yang didakwakan pada saat melakukan kesalahan 

dilakukan dengan 'kesalahan'. Dalam mengartikan 'kesalahan', Roeslan Saleh 

mengungkapkan, 'kesalahan' adalah mereka yang dapat dipersalahkan untuk 

melakukan tindak pidana, karena dari sudut pandang masyarakat, mereka benar-

benar dapat melakukan sesuatu yang lain jika mereka tidak perlu melakukan itu. 

Pergeseran dalam konsepsi tugas pidana dari perspektif kognitif untuk 

mengarahkan hakim dalam memutuskan kesalahan produsen benar-benar 

memperkuat pertentangan pembagian tindak pidana dan kewajiban pidana 

sehingga kedua kapasitas tersebut dapat berjalan beriringan. Tindak pidana dapat 

menjaga kesanggupannya karena ia mendefinisikan komponen-komponen 

obyektif dari kegiatan, sedangkan tugas pidana dapat dijadikan sebagai pedoman 

bagi hakim yang tidak dibebani dengan risiko sanksi pidana meskipun tidak 

dijalankan. Masuk akal Ketika hipotesis dualistik menggunakan konsepsi kuno 

tentang kewajiban pidana sebagai perspektif kognitif tindakan kriminal. Oleh 

karena itu, tindak pidana harus didefinisikan dalam pengaturan yang tidak lazim 

seperti memeriksa tindak pidana. 

 
24 Ibid, h 18 



 
  

Tindak pidana dan risiko pidana tidak seperti yang diakui tetapi harus juga 

diisolasi. Komponen paling tanggung jawab seolah-olah merupakan kesalahan 

(schuld), sehingga diperlukan suatu kualifikasi antara ciri-ciri perbuatan yang 

dijadikan tindak pidana dengan ciri-ciri orang yang melakukannya. Jalannya 

pertunjukan hukum dalam jalinan hukum pidana dengan memperhatikan kapasitas 

risiko pidana sebagai penentu kondisi yang harus ada dalam diri seseorang agar 

seseorang secara sah dapat dipidana. 

Dalam perkembangannya, KUHP tidak menjelaskan hubungan antara tugas 

pidana dan pencipta, tetapi tugas pidana seperti yang dikatakan dalam hal 

pengampunan dan legitimasi yang merupakan bagian dari akhir perbuatan zalim. 

Peniadaan kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 

KUHP, memungkinkan terjadinya suatu tindak pidana sebagai penjabaran dari 

MvT. Beberapa ahli hukum pidana yang tidak setuju dengan hipotesis monistik 

berpendapat bahwa keadaan hukum pidana di Belanda dan Indonesia tidak dapat 

diprediksi, memang meskipun kesalahan adalah karakteristik tertinggi untuk 

kewajiban pidana, tetapi dalam hal ini, kesengajaan dan kecerobohan secara 

individual dianggap sebagai komponen dari suatu tindak pidana (strafbaar feit) 

dan bukan merupakan komponen tugas pidana. Untuk membuat sebuah buku 

hukum dalam dialek Indonesia, yang tidak dapat dilanjutkan untuk memperkuat 

kerangka yang digunakan dalam WvS terhadap komponen tujuan, karena dalam 

konten Belanda kata tujuan dalam perincian kalimat hukum, memiliki arti tertentu 



 
  

terkait dengan alamat sengaja (welke element worden door het opzet beheerst), 

sebuah putusan yang tentunya tidak dapat dipertahankan.25 

3. Asas Tidak Berlaku Surut 

Sehubungan dengan pedoman "Pengaturan pidana dalam undang-undang 

mungkin tidak berlaku surut." Retroaktif juga dikenal sebagai pedoman ini 

merupakan asas hukum yang sama dan juga merupakan pedoman hukum pidana 

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.26 

Pelarangan berlaku surut ini untuk menegakkan kepastian hukum bagi 

masyarakat, yang seharusnya mengetahui kegiatan apa yang merupakan perbuatan 

salah atau tidak. Dalam perluasannya, aturan non-retroaktif ini juga dinyatakan 

dalam Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

yang berbunyi:27 

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati 

nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai 

pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang 

berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dikurangi dalam keadaan 

apapun”. 

Pada awalnya dianggap bahwa setiap orang dianggap (fiksi) mengetahui 

substansi hukum. Tetapi pada saat itu anggapan ini ditinggalkan dan digantikan 

dengan kesimpulan bahwa: "Setiap orang terikat oleh suatu hukum sejak ia 

dinyatakan layak". Dugaan ini dikuatkan dalam pilihan Mahkamah Agung pada 

tahun 1959. Artinya, setiap orang “tidak harus merasa terikat” kepada hukum 

 
25 Ibid,h 27 
26 Ibid, h 31 
27 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 



 
  

(dalam hal ini hukum pidana) untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang 

belum/diperbuat. Tidak diruntuhkan dengan suatu kesalahan, bahkan meskipun 

kemudian diputuskan sebagai suatu tindak pidana. Dengan kata lain, dalam hal ia 

melakukan suatu perbuatan tertentu yang kemudian dilakukan terhadap suatu 

perbuatan pembanding, ia dilumpuhkan dengan suatu tindak pidana, orang yang 

bertindak sebagai penjahat itu tidak dapat disangkal atas dasar pengaturan 

modern. Dalam hal pedoman yang dihasilkan dari "tidak berlaku surut" diterima, 

dalam kasus terbalik hal yang sama harus diterapkan. Sebagai contoh, dalam hal 

seseorang melakukan suatu perbuatan yang diancam dengan pidana menurut 

Undang-Undang, maka pada saat itu susunan pidananya batal, beberapa waktu 

belakangan orang itu diadili, orang yang didakwakan itu harus tetap ditolak 

berdasarkan pengaturan pidana (kuno) yang berlaku pada saat kegiatan itu 

dilakukan. Bukankah “ketentuan penghapusan pidana baru” juga tidak berlaku 

surut. Penyimpangan dari asas non-retroaktif ini dalam KUHP sendiri diatur 

dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP, yang menyatakan: “Undang-Undang yang lebih 

baru dapat diterapkan secara surut, sepanjang undang-undang baru itu lebih 

menguntungkan bagi tersangka. Dari pada hukum lama”. Pasal ini berlaku apabila 

seorang pelanggar hukum pidana belum diputus oleh hakim dalam putusan akhir. 

Ternyata sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP, asas “tidak berlaku 

surut” tidak mutlak dipatuhi.28 

4. Asas Larangan Penggunaan Analogi 

 
28 Ibid h 32 



 
  

Sehubungan dengan asas ”dilarang menggunakan analogi” dalam penerapan 

hukum pidana. Pemanfaatan suatu  hubungan dalam hukum pidana mengandung 

pengertian: memmpertimbangkan “sesuatu” yang termasuk dalam pengertian 

suatu istilah/ketentuan hukum pidana, karena “sesuatu” itu mempunyai banyak 

persamaan atau persamaan dengan istlah/ketentuan itu. Dengan kata lain, suatu 

hubungan terjadi Ketika seseorang menerima bahwa suatu penguasa yang sah 

secara hukum apalagi memuat suatu hal yang dimiliki banyak 

persamaan/persamaan dengan yang diarahkab, sebenarnya meskipun pada 

awalnya tidak demikian. Anologi lebih sering membuat control yang sah, “suatu 

yang modern” tidak dapat dipercaya atau tidak dapat dipahami oleh para 

administrator pada saat itu.29 

Kasus penerapan kesamaan yang terkenal adalah perampokan kekuasaan. 

Alamatnya adalah apakah daya danggap sebagai produk, dan apakah aktivitas 

”diambil” telah dlakukan HR (Hoge Raad) telah memilih bahwa kekuasaan 

terasuk dala pengertian barang dagangan dan karenanya telah terjadi 

“pengamblan” yang sesuai dengan istilah yang digunaka dalam Pasal 362 KUHP, 

meskipun pada kenyataannya yang terjadi adalah penyebaran. Pemikiran HR 

bahwa Pasal 362 KUHP adalah untuk mengamankan milik orang lain, tanpa 

mendefinisikan apa yang tersirat oleh produk. 

Diantaran para peneliti, ada padangan yang berbeda tentang apakah akan 

menggunan analogi atau tidak. Mereka yang berpegang teguh pada aturan 

legitimasi pada umumnya tidak dapat mengakui penggunaan analogi. Sehubungan 

 
29 Ibid. hlm .33 



 
  

dengan dua ilustrasi sebelumnya. Travarne berpendapat, bahwa penggunaan 

analogi telah dilakukan oleh HR yang juga dia setujui. Dalam hal ini SDM 

dianggap bertindak sebagai pembuat undang-undang(recht-vinding). Di sisi lain, 

meskipun Van hattum setuju dengan pilihan HR, dia tidak setuju bahwa kesamaan 

digunakan dalam membuat pilihan. Lebih lanjut Pompe mengatakan antara lain: 

“Dalam analogi umum diperbolehan dalam hal memajukan hukum”.30 

Ada pihak yang melihat pengguaan analogi tersebut sebagai penyelesaian yang 

bentrokan yang terkandung dalam “tubuh” kepastian dalam legiitimasi yang 

dijamin oleh Pasal 1 Kitab Undang Undang Hukum pidana .  

Dari kasus perampokan kekuasaan, misalnya, dapat dikatakan bahwa Ketika 

pilihan dijatuhkan, antar muka sah individu telah terluka karena mereka 

memprioritaskan antar muka komunitas.  

Dan dalam hal “ilustrasi dugaan” yang disebutkan diatas adalah fakta, maka di 

sini jelas bahwa antarrmuka komunits diprioritaskkan, dengan sedikit 

mengabaikan untuk kepastian yang sah.31 

Wirjono menyampaikan pandangan pribadinya dengan mengarang, antara lain: 

“namun juga dapat dimengerti bahwa hal itu tidak selalu cocok jika hubungan 

dihalangi. Kadang-kadang memang dirasa wajar, jika dalam hal-hal tertentu 

kesamaan itu diizinkan, Disamping itu dikatakan: “Menurut saya derajat wajar 

tidaknya suatu hubungan adalah apakah analogi tidak bertentangan dengan apa 

yang dapat diketahui dari harapan dan alasan pembuat undang-undang dalam 

menetapkan pengaturan hukum pidana yang bersangkutan". 

 
30 Ibid, hlm. 35 
31 Ibid, hlm. 37 



 
  

Jika dicermati analoginya adalah penyelundupan asas kedua melalui asas 

pertama Pasal 1 ayat (1) KUHP. Artinya “sesuatu” dianggap termasuk dalam 

pengertian peraturan hukum (undang-undang) yang ada. Dengan demikian, 

sesuatu dianggap sebagai peraturan hukum, yang mulai berlaku sejak berlakunya 

peraturan hukum yang ditungganginya. Asumsi ini merupakan konstruksi hukum 

yang diinginkan oleh mereka yang menganut asas legalitas untuk menjawab 

kebutuhan baru. 

2.2 Tinjauan Umum Tentang Narapidana  

2.2.1 Pengertian Narapidana 

Pengertian narapidana adalah orang-orang sedang menjalani sanksi pidana atau 

sanksi lainnya, menurut perundang-undangan. Pengertian narapidana menurut 

kamus bahasa Indonesia adalah orang (yang sedang menjalani hukuman karena 

tindak pidana); atau terhukum. 

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, 

narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di 

lembaga pemasyarakatan. Selanjutnya Harsono (1995) mengatakan narapidana 

adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus 

menjalani hukuman dan Wilson (2005) mengatakan narapidana adalah manusia 

yang bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat 

dengan baik dan benar. Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya 

yang hanya karena melanggar norma hukum yang ada di KUHP, maka dipisahkan 

oleh hakim untuk menjalani hukuman. 



 
  

Pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak pidana atau 

kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah divonis hukuman pidana serta 

ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara atau Lembaga 

pemasyarakatan.32 

2.2.2 Hak-Hak Narapidana 

Mengenai hak-hak dari narapidana diatur dalam ketentuan Pasal 9 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang 

menyebutkan bahwa : 

Narapidana berhak: 

a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; 

b. Mendapatkaan perawatan, baik jasmani maupun rohani 

c. Mendapatkan Pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta 

kesempatan mengembangkan potensi 

d. Mendapatkan pelayanan Kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan 

kebutuhan gizi 

e. Mendapatkan layanan informasi 

f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum 

g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan 

h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak 

dilarang 

 
32 http://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html tanggal 20 Agustus 

2024 diakses pukul 13.30 WIB 



 
  

i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari Tindakan 

penyiksaan, eksploitasi, pembicaraan, kekerasan, dan segala tindaan yang 

membahayakan fisik dan mental 

j. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja 

k. Mendapatkan pelayanan sosial, dan 

l. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, adavokat, pendamping 

dan masyarakat.33 

2.2.3 Kewajiban Narapidana 

Narapidana bebas bersyarat wajib melapor, yang pelaksanannya dilakukan 

dalam bentuk sendiri-sendiri atau secara individu, jika tidak melapor maka 

petugas Balai Pemasyarakatan akan mendatangi tempat tinggal narapidana bebas 

bersyarat tersebut. Dalam pemberian pembebasan bersyarat dapat pula dicabut 

oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas usul kepala BAPAS melalui Kepala 

Kantor Wilayah Depertemen Kehakiman setempat, apabila narapidana yang 

bersangkutan. 

a. Masalah bekerja 

b. Mengulangi melakukan tindak pidana 

c. Menimbulkan melakukan tindak pidana 

d. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat 

e. Melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan asmilasi, pembebasan 

bersyarat dan cuti menjelang bebas. 

 
33 Undang-undang republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan pasal 9. 



 
  

Pencabutan pebebasan bersyarat dapat dijatuhkan sementara setelah diperoleh 

informasi mengenai alasan-alasan pencautan tersebut. Kemudian Kepala Lembaga 

pemasyarakatan berkewajiban melakukan pemeriksaan terhadap narapidana dan 

apabila terdapat bukti-bukti yang kuat, maka pencabutan dijatuhkan secara tetap. 

Kepala lembaga pemasyarakatan pencabutan tersebut kepada Direktur Jenderal 

Pemasyarakatan yang dilengkapi dengan alasan-alasan serta Berita Acara 

Pemeriksaan. 

2.3 Pembebasan Bersyarat 

2.3.1 Pengertian Pembebasan Bersyarat 

Pembebasan bersyarat merupakan salah satu tujuan dalam sistem pembinaan 

narapidana yang dilaksanakan dan berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan 

untuk mempersiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan 

masyarakat lainnya sehingga berperan kembali sebagai masyarakat yang bebas 

dan bertanggung jawab. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Syarat dan tata Cara Pemberian Remisi, 

Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang 

Bebas dan Cuti Bersyarat, dilaksanakan sesuai dengan asas-asas dalam 

penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta berdasarkan 

asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, 

pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia. 34 

Pembebasan bersyarat merupakan salah satu hak asasi manusia yang di dapat 

oleh narapidana yang melekat sebagai hak asasi manusia. Dalam pelaksanaan di 

 
34 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Syarat dan 

tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti 

Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat 



 
  

Indonesia, peraturan pelaksanaan hak-hak asasi manusia tersebut tertuang dalam 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Bicara 

tentang hak asasi manusia, setiap orang memiliki hak asasi yang sama tak 

terkecuali orang yang sedang menjalani hukuman. 

Menurut Clear pembebasan bersyarat merupakan proses pelepasan narapidana 

ke dalam masyarakat sebelum masa berakhirnya hukuman maksimum narapidana 

dari lapas. Dalam pemberian pembebasan bersyarat dari pemerintah, lembaga 

koreksional melaksanakan sejumlah fungsi diantaranya: memelihara/mengelola 

informasi tiap narapidana di bawah yurisdiksi lembaga koreksional, 

memelihara/mengelola catatan setiap narapidana pada masa pembebasan 

bersyarat, membimbing narapidana pada masa pembebasan bersyarat, investigasi 

yang berhubungan dugaan pelanggaran pembebasan bersyarat, membantu 

narapidana yang memerlukan syarat untuk memperoleh pembebasan bersyarat, 

membantu napi untuk memperoleh pekerjaan, pendidikan, dan keterampilan kerja. 

Adapun kriteria-kriteria yang harus diperhatikan dalam menentukan 

pembebasan bersyarat adalah: 

a. Informasi yang tersedia beralasan bahwa narapidana tersebut apabila bebas 

tidak akan melanggar hukum lagi 

b. Pembebasan bersyarat yang diberikan tidak bertentangan dengan 

kesejahteraan masyarakat. 

Fox menjelaskan bahwa fungsi utama dari pembebasan bersyarat adalah: 

a. Pemilihan atau seleksi calon klien pembebasan bersyarat 

b. Persiapan sebelum pembebasan bersyarat 



 
  

c. Pembimbingan terhadap klien pembebasan bersyarat 

Teori Sutherland tersebut dapat menjadi alasan penguat bahwa kegagalan 

seorang narapidana dalam menjalani pembebasan bersyarat karena selama di 

dalam Lapas, narapidana memiliki kesempatan dan intensitas yang tinggi dalam 

berinteraksi dengan penjahat lain, sehingga proses mempelajari kejahatan akan 

lebih besar dari pada orang yang belum pernah dipidana/ masuk penjara. 

Selain dari faktor diri dan lingkungan para narapidana, lembaga koreksional 

(Lapas maupun Bapas) juga punya andil dalam pengulangan kejahatan atau 

residivisme, karena kegagalan program pembebasan bersyarat dapat dilihat dari 

tingkat residivisme.35 

Dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang 

Pemasyarakatan, Narapidana adalah orang menjalani hukuman pidana hilang 

kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana dimana orang 

akibat perbuatannya dihukum dalam penjara atau lembaga pemasyarakatan adalah 

hukuman yang layak diterima atau diberikan kepadanya narapidana atau terpidana 

sebagai konsekuensi yang adil dari perbuatannya. 

Pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat ternyata masih menemui 

beberapa kendala atau hambatan baik yang sifatnya internal maupun eksternal 

diantaranya adalah: 

 

a. Prosedur pengusulan pembebasan bersyarat masih terlalu rumit dan 

dinilai memakan waktu yang cukup lama sehingga untuk mendapatkan 

 
35 to,”Keberhasilan pembebasan”, Fisip UI, 2009, hlm. 25.   



 
  

keputusan pembebasan bersyarat baik diterima maupun ditolak masih 

sangat lama.  

b. Tidak adanya penjamin dari narapidana yang mengajukan pembebasan 

bersyarat sehingga proses pengajuan pembebasan bersyarat tidak dapat 

dilakukan,  

c. Masih adanya narapidana yang terbukti melanggar hukuman disiplin di 

tempat ia melaksanakan pembinaan di unit pelaksana teknis 

pemasyarakatan sehingga gagal mendapatkan pembebasan bersyarat,  

d. Adanya label oleh masyarakat sehingga narapidana yang mendapatkan 

pembebasan bersyarat sulit mendapatkan tempat untuk kembali dalam 

kehidupan masyarakat yang sehat 

2.3.2 Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat 

Pemberian pembebasan bersyarat merupakan salah satu sarana hukum dalam 

rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Hak warga binaan 

pemasyarakatan mendapatkan pembebasan bersyarat diatur dalam ketentuan Pasal 

86 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 07 Tahun 2022. 

Pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada narapidana dan anak didik 

pemasyarakatan kecuali anak sipil yang telah memenuhi syarat: 

a. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), 

dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling 

sedikit 9 (sembilan) bulan;  



 
  

b. Berkelakuan Baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 

(sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) 

masa pidana;  

c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan 

bersemangat; dan  

d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan 

Narapidana.  

Pembebasan Bersyarat dapat diberikan bagi Anak Negara setelah menjalani 

pembinaan paling sedikit 1 (satu) tahun.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
36 Praturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Syarat dan 

Tata Cara Pemberian Remisi,Asimilasi,Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti 

Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Pasal 86. 



 
  

PENCABUTAN PEMBEBASAN 

BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA 

YANG TELAH MENGULAGI TINDAK 

PIDANA YANG SAMA DI KOTA 

GORONTALO 

 

1. UU NO 22 TAHUN 2022 TENTANG 

PEMASYARAKATAN 

2. PERMENKUMHAM NOMOR 7 TAHUN 

2022 TENTANG PEMBEBASAN 

BERSYARAT 

2.4 Kerangka Pikir 
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PELAKSANAAN PENCABUTAN 

PEMBEBASAN BERSYARAT 

TERHADAP NARAPIDANA: 

1. Permohonan Pencabutan 

Pembebasan Bersyarat 

2. Pemeriksaan oleh Bapas 

3. Keputusan Pencabutan Pembebasan 

Bersyarat 

4. Diterbitkan SK Pencabutan PB 

KENDALA PROSES PENCABUTAN 

PEMBEBASAN BERSYARAT 

TERHADAP NARA PIDANA: 

1. Minimnya Kordinasi dengan 

Pihak kepolisian 

2. Prosedur penerbitan SK 

Pembebasan bersyarat yang 

memakan waktu yang panjang 

 

TERWUJUDNYA 

PELAYANAN TERHADAP 

NARAPIDANA 



 
  

 

2.5 Definisi Operasional 

 

1. Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan rencana 

atau program yang sudah disusun secara matang dan terperinci 

2. Narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman penjara karena 

telah melakukan tindak pidana. Narapidana juga disebut terpidana, 

tahanan, terhukum, tawanan, atau benduan.  

3. Narapidana yang mengulangi tindak pidana yang sama adalah individu 

yang telah menjalani masa hukuman, mendapatkan pembebasan 

bersyarat, tetapi kembali melakukan tindak pidana yang serupa dengan 

tindak pidana yang menyebabkan dirinya pertama kali dihukum.  

4. Narapidana yang mengulangi tindak pidana (Residivis) adalah istilah 

dalam hukum pidana yang merujuk pada orang yang melakukan tindak 

pidana berulang kali 

5. Pembebasan Bersyarat adalah adalah suatu bentuk kebebasan yang 

diberikan kepada narapidana setelah menjalani sebagian masa pidananya 

dengan syarat tertentu yang harus dipatuhi. 

 

 

 

 



 
  

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris 

adalah suatu metode peenlitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum 

dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan 

Masyarakat. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian ini untuk melihat 

bagaimana pelaksanaan pencabutan bebas bersyarat di lapas Gorontalo.37 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dipilih oleh peneliti sebagai tempat 

yang paling tepat untuk mengadakan penelitian karena obyek dan subyek 

penelitian ada dilokasi tersebut. Lokasi penelitian yang ditetapkan oleh peneliti 

dalam rangka penulisan skripsi ini adalah Lapas Kelas IIA Gorontalo Kota.  

3.4 Jenis Data dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang dimaksud menyangkut informasi yang dapat 

memperkaya dan menambah informasi tentang permasalahan yang akan menjadi 

perhatian peneliti. Sumber yang mampu menyediakan informasi yang di perlukan 

dalam penelitian ini yaitu: 

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber 

utama, baik melakukan wawancara, observasi maupun laporan dalam 

bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.38 

 
37 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. 
38Ibid,  Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Hlm.30 



 
  

Dalam penelitian ini sumber utama dari Pegawai Lapas Gorontalo 

Kota yang menangani pencabutan bebas bersyarat. 

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen 

resmi, seperti buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam 

bentuk laporan, tesis, jurnal, dan peraturan perundang-undangan 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data penelitian melalui penelitian lapangan dan studi pustaka 

yaitu: penelitian lapangan bertujuan untuk memperoleh data mentah dengan 

menggunakan teknik yang secara langsung melakukan wawancara dengan 

partisipan (responden) dan informan. Penelitian perpustakaan dilakukan dengan 

mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen yang 

berkaitan dengan masalah penelitian sebagai data penunjang.  

a. Wawancara atau interview adalah teknik mengumpulkan data yang 

langsung menjawab pertanyaan yang diwawancarai untuk memperoleh 

data berdasarkan pernyataan penelitian. Wawancara yang peneliti rujuk 

dalam penelitian ini adalah wawancara atau tanya jawab dengan 

responden yaitu Pegawai Lapas Gorontalo Kota dalam melaksanakan 

pencabutan bebas bersyarat. 

b. Observasi atau pengamatan, yakni pengumpulan data melalui pengamatan 

dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek 

penelitian.39. 

3.6 Populasi.dan Sampel  

 
39 Hadari Nawawi, 2007, Metode Penelitian Sosial, Yogyakarta: Gaja Mada University, Hal.106 



 
  

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala suatu yang memiliki 

karakter tertentu. Dalam penelitian ini polulasi meliputi pegawai lapas,pegawai 

bapas dan narapidana yang bertugas di Lapas kelas IIA Gorontalo. 

Sampel adalah bagian dari jumlah karaktrestik yang dimiliki populasi. Sampel 

pengambilan responden dilakukan dengan Purposive sampling yaitu dengan 

memilih sampel berdasarkan tujuan disesuaikan dengan sampel yang menangani 

kasus yang diteliti oleh peneliti karena terdapat pertimbangan karaktrestik dan 

kewenangan tertentu. Sampel pada penelitian adalah: 

1. 3 orang wali pemasyarakatan di lapas kelas IIA Gorontalo 

2. 2 Orang Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (Bapas) 

3. 4 Orang Narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat dan 

melakukan tindak pidana yang sama 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam usualan penelitian ini adalah 

Teknik deskriptif kualitatif yaitu cara penelitian yang menggunakan dan 

menghasilkan data deskriptif analisis, dengan apa yang dinyatakan responden 

secara tertulis maupun lisan dan juga berilaku nyata yang akan diteliti dan 

dipelajari sebagai suatu yang utuh. Deskriptif analisis kualitatif bertujuan untuk 

menggambarkan hasil pengamatan dari persoalan-persoalan yang terjadi di 

lapangan untuk kemudian dideskripsikan secara mendalam dan melakukan 

pengamartan mengenai kendala dan Upaya apa saja yang dihadapi oleh lapas 

Gorontalo Kota dalam pencabutan bebas bersyarat yang dijadikan dasar dari 



 
  

pembahasan dan memecahkan permasalahan hukum dalam usualn penelitian ini 

dan selanjutnya ditarik kesimpulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Lapas Kelas II A Gorontalo  

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Gorontalo merupakan salah 

satu institusi pemasyarakatan yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal 

Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia. Lapas ini berfungsi sebagai tempat pembinaan bagi narapidana yang 

telah mendapatkan putusan hukum tetap. Lokasinya berada di pusat Kota 

Gorontalo JL. Jend. Katamso, Kel. Siendeng , Kec. Hulonthalangi, sehingga 

memudahkan akses masyarakat, keluarga narapidana, serta aparat penegak hukum 

dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan 

terhadap narapidana.  

Lapas Kelas II A Gorontalo memiliki kapasitas yang dirancang untuk 

menampung sekitar 330 narapidana. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, lapas 

ini menghadapi masalah kelebihan kapasitas. Berdasarkan data dari laporan resmi 

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, pada tahun 2023, jumlah penghuni di Lapas 

Kelas II A Gorontalo mencapai lebih dari 585 orang. Hal ini mencerminkan 

adanya overcapacity hingga 77%, yang dapat memengaruhi kualitas pembinaan 

dan pengawasan terhadap narapidana.40 

Sebagian besar penghuni Lapas Kelas II A Gorontalo merupakan 

narapidana kasus narkotika dan pencurian. Selain itu, terdapat pula narapidana 

 
40 Harun, Pegawai Bapas, wawancara dengan penulis, Gorontalo, 6 september 2023, pukul 

09.43 Wita. 



 
  

yang terlibat dalam tindak pidana pengulangan (residivisme), termasuk mereka 

yang menjadi subjek penelitian terkait pencabutan pembebasan bersyarat. 

Narapidana yang mengulangi tindak pidana sering kali menghadapi perlakuan 

yang lebih ketat dalam program pembinaan, baik secara mental maupun hukum.  

Lapas Kelas II A Gorontalo menerapkan berbagai program pembinaan, 

baik dalam bentuk pendidikan keagamaan, pelatihan keterampilan, maupun 

konseling psikologis. Program ini bertujuan untuk membantu narapidana 

merehabilitasi diri agar dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat secara 

positif setelah menjalani masa hukumannya. Namun, efektivitas program ini 

masih menghadapi kendala, terutama akibat keterbatasan fasilitas dan jumlah 

petugas yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana.41 

Pembebasan bersyarat merupakan salah satu hak narapidana yang diatur 

dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 

Dalam konteks Lapas Kelas II A Gorontalo, pembebasan bersyarat diberikan 

kepada narapidana yang memenuhi syarat administratif dan substantif. Namun, 

terdapat kasus di mana narapidana yang telah mendapatkan pembebasan bersyarat 

kembali melakukan tindak pidana yang sama, sehingga pembebasannya dicabut. 

Fenomena ini menjadi salah satu isu penting yang diangkat dalam penelitian ini. 

4.2 Pelaksanaan Pencabutan Pembebasan Bersyarat 

Pelaksanaan pencabutan pembebasan bersyarat berdasarkan Undang-

Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dilakukan secara sistematis 

melalui beberapa tahapan yang terstruktur. Pencabutan ini diberlakukan jika 

 
41 Harun, Pegawai Bapas, wawancara dengan penulis, Gorontalo, 6 september 2023, pukul 

09.43 Wita. 



 
  

narapidana melanggar ketentuan atau persyaratan selama menjalani pembebasan 

bersyarat, seperti melakukan tindak pidana baru atau gagal memenuhi kewajiban 

yang tercantum dalam perjanjian pembebasan bersyarat sebagaimana diatur dalam 

Pasal 15.42 Proses pencabutan diawali dengan pemeriksaan oleh Balai 

Pemasyarakatan (Bapas) terhadap dugaan pelanggaran. Hasil pemeriksaan 

tersebut menjadi dasar untuk memberikan rekomendasi pencabutan, yang meliputi 

bukti pelanggaran, penilaian risiko residivisme, dan kesimpulan terkait kegagalan 

pembinaan. 

Rekomendasi dari Bapas kemudian diajukan kepada Kepala Lapas untuk 

ditindaklanjuti. Kepala Lapas memiliki wewenang untuk mengeluarkan keputusan 

pencabutan, meskipun dalam kasus tertentu, persetujuan dari Direktorat Jenderal 

Pemasyarakatan tetap diperlukan, khususnya jika narapidana yang bersangkutan 

terlibat dalam kasus yang menarik perhatian publik atau kasus berat.43 Setelah 

keputusan pencabutan ditetapkan, narapidana wajib kembali ke lembaga 

pemasyarakatan untuk menjalani sisa hukuman yang sebelumnya belum 

diselesaikan. Apabila narapidana juga melakukan tindak pidana baru, ia akan 

menghadapi proses hukum tambahan sesuai dengan tindak pidana tersebut.44 

Sebagai bagian dari evaluasi, pihak pemasyarakatan melakukan peninjauan 

menyeluruh terhadap mekanisme pembebasan bersyarat untuk memperbaiki 

pengawasan dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. 

 

 
42 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 15. 
43 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Pedoman Teknis Pemasyarakatan Tahun 2023, hlm. 40. 
44 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Pembebasan Bersyarat, Pasal 22. 



 
  

DATA 3 TAHUN TERAKHIR PENCABUTAN PEMBEBASAN 

BERSYARAT 

 

TAHUN PROGRAM JUMLAH KETERANGAN 

2021 PB 5 ORANG SUDAH ADA 

SK 

2022 PB 10 ORANG SUDAH ADA 

SK 

2023 PB 16 ORANG SUDAH ADA 

SK 

 

Data 3 tahun terakhir yang dicabutnya pembebasan bersyarat di bapas 

gorontalo adalah  tahun 2021 sebanyak 5 orang, 2022 10 orang, 2023 16 orang 

total 31 orang hal ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun jumlah orang yang 

melakukan tindak pidana yang sama dan Pembebasan Bersyaratnya Di cabut 

semakin meningkat berdasarkan data yang saya ambil dari Balai Pemasyarakatan 

Gorontalo 45 

4.2.1 Permohonan Pencabutan Pembebasan Bersyarat 

Proses permohonan pencabutan pembebasan bersyarat di Lapas Kelas IIA 

Gorontalo dilaksanakan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan dalam 

Undang-Undang No. 22 Tahun 2022, Pasal 10 ayat (1) yaitu narapidana berhak 

 
45 Harun, Pegawai Bapas, wawancara dengan penulis, Gorontalo, 6 september 2023, pukul 09.43 

Wita. 



 
  

mendapatkan pembebasan bersyarat. Namun, jika narapidana tersebut 

mengulangi tindak pidana yang sama, pembebasan bersyaratnya dapat dicabut.46  

Berdasarkan hasil wawancara bahwa “Pada Desember 2021, Balai 

Pemasyarakatan (Bapas) Kelas IIA Gorontalo mencabut Surat Keputusan (SK) 

pembebasan bersyarat terhadap dua narapidana perempuan yang sebelumnya 

terlibat dalam kasus narkotika. Pencabutan ini dilakukan karena kedua narapidana 

tersebut kembali melakukan tindak pidana serupa selama masa pembebasan 

bersyarat, yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam 

Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 32 Tahun 2020”.47 

 

Adapun Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 7 Tahun 2022 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat. Proses ini mencakup beberapa 

tahapan. Proses dimulai ketika narapidana diduga melakukan pelanggaran selama 

menjalani pembebasan bersyarat, seperti mengulangi tindak pidana atau 

melanggar syarat administratif. Petugas lapas atau aparat penegak hukum yang 

mendeteksi pelanggaran menyusun laporan tertulis yang mencakup identitas 

narapidana, jenis pelanggaran, kronologi kejadian, serta bukti-bukti pendukung. 

Laporan ini menjadi dasar permohonan pencabutan. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan petugas lapas kelas II A menyatakan bahwa proses dimulai jika ada 

dugaan bahwa narapidana melanggar syarat pembebasan bersyarat, baik dengan 

melakukan tindak pidana lagi atau melanggar aturan administratif. Petugas lapas 

atau aparat hukum akan membuat laporan tertulis berisi identitas narapidana, jenis 

pelanggaran, kronologi kejadian, dan bukti pendukung. Kemudian laporan ini 

menjadi dasar untuk mengajukan pencabutan pembebasan bersyarat. Tanpa 

laporan dan bukti yang cukup, pencabutan tidak bisa dilakukan. Setelah itu, pihak 

 
46 https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/103667/permenkumham-no-3-tahun-2018 
47 Harun, Pegawai Bapas, wawancara dengan penulis, Gorontalo, 6 september 2023, pukul 09.43 

Wita 



 
  

berwenang akan mengevaluasi bukti-bukti yang ada. Jika terbukti bersalah, 

pembebasan bersyarat dicabut, dan narapidana harus kembali ke lapas untuk 

menjalani sisa hukumannya.48 

Lapas Kelas IIA Gorontalo melakukan pemeriksaan awal terhadap laporan 

pelanggaran. Pemeriksaan ini melibatkan evaluasi terhadap bukti pelanggaran 

serta wawancara dengan pihak terkait, seperti narapidana, petugas pembimbing 

kemasyarakatan, dan saksi lainnya. Jika hasil pemeriksaan awal menunjukkan 

indikasi pelanggaran yang cukup kuat, laporan diteruskan ke Balai 

Pemasyarakatan (Bapas) untuk pendalaman lebih lanjut.  

“Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas bahwa jika ada dugaan 

pelanggaran, petugas melakukan pemeriksaan awal dengan mengumpulkan bukti 

dan mewawancarai narapidana serta pihak terkait. Jika pelanggaran terbukti cukup 

kuat, laporan dikirim ke Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk evaluasi lebih 

lanjut. Lebih lanjut, Bapas meninjau rekam jejak narapidana, menganalisis 

pelanggaran, dan mempertimbangkan dampaknya. Jika terbukti melanggar, 

mereka merekomendasikan pencabutan pembebasan bersyarat kepada Kepala 

Lapas. Kemudian Kepala Lapas mengajukan permohonan pencabutan ke Kepala 

Kantor Wilayah Kemenkumham, disertai bukti dan rekomendasi dari Bapas. 

Kepala Kantor Wilayah meninjau dokumen dan memutuskan apakah pencabutan 

disetujui. Jika disetujui, maka narapidana harus kembali ke lapas. Untuk kasus 

berat, persetujuan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mungkin diperlukan. 

Petugas memastikan proses itu berjalan adil, transparan, dan sesuai regulasi”49.  

 

Menurut Peneliti, “proses pencabutan pembebasan bersyarat ini 

merupakan langkah yang tepat untuk memastikan bahwa narapidana benar-benar 

menjalani hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika seorang narapidana 

melanggar syarat pembebasan bersyarat, baik dengan mengulangi tindak pidana 

atau melanggar aturan administratif, maka sudah seharusnya ada tindakan tegas 

untuk menegakkan hukum dan mencegah potensi pelanggaran berulang. Selain 

 
48 Harun A. Badu, S.H., pembimbing kemasyarakatan, dalam wawancara dengan penulis, 

Gorontalo, 12 November 2024, pukul 09.40 WITA. 
49 ibid 



 
  

itu, keharusan adanya laporan tertulis dan bukti pendukung dalam proses 

pencabutan menunjukkan bahwa sistem ini menerapkan prinsip keadilan dan 

transparansi.  

 

4.2.2 Proses Pemeriksaan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) 

Proses pemeriksaan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) merupakan tahap 

penting dalam prosedur pencabutan pembebasan bersyarat narapidana. Bapas 

memiliki tugas untuk melakukan evaluasi dan memastikan bahwa narapidana 

yang terlibat dalam pelanggaran selama pembebasan bersyarat memang 

memenuhi syarat untuk dilakukan pencabutan.  

Dalam proses pemeriksaan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) terkait 

pencabutan pembebasan bersyarat, ada beberapa hal yang diperiksa untuk 

memastikan apakah narapidana telah melanggar ketentuan yang ditetapkan. 

Pemeriksaan diawali dengan verifikasi identitas dan status hukum narapidana, 

termasuk apakah mereka masih dalam masa pembebasan bersyarat dan memiliki 

Surat Keputusan (SK) Pembebasan Bersyarat yang sah. Selanjutnya, petugas 

Bapas memeriksa riwayat kepatuhan narapidana terhadap ketentuan pembebasan 

bersyarat, seperti kewajiban wajib lapor, partisipasi dalam program pembinaan, 

serta perilaku mereka di masyarakat. Jika ditemukan dugaan pelanggaran, 

pemeriksaan lebih lanjut dilakukan dengan mengecek apakah narapidana terlibat 

dalam tindak pidana baru atau mengabaikan kewajiban administratif yang telah 

ditetapkan. Hasil dari semua pemeriksaan ini kemudian digunakan sebagai dasar 

dalam pengambilan keputusan. Jika terbukti melanggar syarat pembebasan 



 
  

bersyarat, maka rekomendasi pencabutan akan diajukan, dan narapidana dapat 

dikembalikan ke lembaga pemasyarakatan untuk menjalani sisa hukumannya. 

Berikut adalah 6 tahapan rinci dalam proses pemeriksaan oleh Bapas yang 

dijelaskan oleh petugas berdasarkan hasil wawancara.  

Proses pemeriksaan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) dimulai ketika 

petugas menerima laporan dari Lapas atau pihak terkait mengenai dugaan 

pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana selama menjalani pembebasan 

bersyarat. Laporan ini harus lengkap, mencakup jenis pelanggaran, bukti yang 

ada, serta kondisi narapidana. Setelah menerima laporan, petugas akan 

mengumpulkan informasi lebih lanjut dengan mewawancarai narapidana, petugas 

pembimbing kemasyarakatan, dan keluarga atau pihak lain yang mengetahui 

perkembangan narapidana selama pembebasan bersyaratnya.  

Setelah informasi terkumpul, petugas melakukan evaluasi terhadap rekam 

jejak narapidana, termasuk bagaimana narapidana tersebut menjalani pembebasan 

bersyarat, apakah telah memenuhi kewajibannya, serta apakah pelanggaran yang 

dilakukan merupakan kejadian tunggal atau bagian dari pola perilaku berulang. 

Selain itu, petugas juga menganalisis kemungkinan narapidana mengulangi tindak 

pidana yang sama, atau yang dikenal sebagai risiko residivisme. Dalam analisis 

ini, petugas mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kondisi sosial, 

lingkungan keluarga, serta faktor psikologis yang mungkin berkontribusi terhadap 

pelanggaran yang dilakukan.  

Setelah semua proses pemeriksaan selesai, petugas menyusun rekomendasi 

mengenai status pembebasan bersyarat narapidana. Jika pelanggaran yang 



 
  

dilakukan cukup berat, maka akan direkomendasikan pencabutan pembebasan 

bersyaratnya. Namun, dalam beberapa kasus, ada juga kemungkinan narapidana 

diberikan kesempatan untuk melanjutkan pembebasan bersyarat dengan 

pembinaan lebih lanjut. Rekomendasi yang telah dibuat kemudian diserahkan 

kepada Kepala Lapas, yang nantinya akan mengajukan permohonan pencabutan 

pembebasan bersyarat kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. 

Jika kasusnya cukup kompleks atau melibatkan narapidana dengan tindak pidana 

berat, persetujuan tambahan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bisa saja 

diperlukan.  

Seluruh proses ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar keputusan 

yang diambil benar-benar sesuai dengan fakta dan bukti yang ada. Prinsip 

keadilan dan transparansi selalu menjadi pedoman kami dalam setiap tahap 

pemeriksaan ini50.  

Menurut peneliti, proses pencabutan pembebasan bersyarat terhadap 

narapidana yang melanggar ketentuan merupakan langkah yang penting untuk 

menjaga ketertiban dan efektivitas sistem pemasyarakatan. Penerapan prosedur 

yang ketat, mulai dari penerimaan laporan hingga pengambilan keputusan, 

menunjukkan bahwa proses ini tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi 

berdasarkan evaluasi yang mendalam terhadap bukti dan rekam jejak narapidana.  

Selain itu, peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam menganalisis risiko 

residivisme dan menilai apakah seorang narapidana masih layak mendapatkan 

pembebasan bersyarat menjadi faktor yang sangat penting dalam sistem ini. Jika 

 
50 ibid 



 
  

narapidana terus mengulangi kesalahan yang sama, maka pencabutan pembebasan 

bersyarat adalah tindakan yang tepat untuk memberikan efek jera dan menjaga 

keamanan masyarakat.  

Namun, penting juga untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang 

diambil tetap memperhatikan prinsip keadilan dan aspek rehabilitatif dari 

pemasyarakatan. Tidak semua pelanggaran harus berujung pada pencabutan, 

terutama jika masih ada peluang bagi narapidana untuk memperbaiki diri melalui 

program pembinaan yang lebih intensif. Oleh karena itu, setiap kasus harus 

dipertimbangkan secara objektif agar sistem pembebasan bersyarat tetap berjalan 

sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu memberikan kesempatan bagi narapidana 

untuk berubah sekaligus menjaga keamanan publik. 

4.2.3 Keputusan Pencabutan Pembebasan Bersyarat 

Tahap keputusan pencabutan pembebasan bersyarat yang memerlukan 

tanda tangan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) adalah 

langkah final dalam proses pencabutan pembebasan bersyarat terhadap narapidana 

yang telah mengulangi tindak pidana yang sama. Di Lapas Kelas IIA Gorontalo, 

prosedur ini dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang No. 22 Tahun 

2022 tentang Pemasyarakatan serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 7 

Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat. Terdapat 5 

tahapan pada proses pelaksanaan pembebasan bersyarat. 



 
  

Menurut petugas pemasyarakatan berdasarkan hasil wawancara51 bahwa 

proses pencabutan pembebasan bersyarat dimulai dengan penyusunan dan 

pengajuan dokumen yang lengkap. Setelah hasil pemeriksaan oleh Balai 

Pemasyarakatan (Bapas) menyimpulkan adanya pelanggaran yang cukup serius, 

Kepala Lapas menyusun dokumen yang berisi laporan pelanggaran, rekomendasi 

dari Bapas, dan bukti-bukti pendukung. Dokumen tersebut kemudian diajukan ke 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk diverifikasi sebelum 

diteruskan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS).  

Setelah dokumen diterima oleh Dirjen PAS, dilakukan proses verifikasi 

untuk memastikan kelengkapan dan keabsahannya. Petugas menjelaskan bahwa 

tahap ini mencakup penilaian ulang terhadap bukti pelanggaran, evaluasi 

dampaknya terhadap keamanan, serta pengecekan kepatuhan terhadap prosedur 

hukum yang berlaku. Jika ditemukan kekurangan, dokumen akan dikembalikan ke 

Kantor Wilayah untuk diperbaiki sebelum dapat diproses lebih lanjut.  

Setelah verifikasi selesai, Dirjen PAS mempertimbangkan berbagai aspek 

sebelum mengambil keputusan, seperti tingkat keseriusan pelanggaran, risiko 

residivisme, dan dampaknya terhadap lingkungan sosial. Jika diputuskan bahwa 

pembebasan bersyarat harus dicabut, maka surat keputusan resmi diterbitkan dan 

ditandatangani oleh Dirjen PAS. Surat keputusan tersebut kemudian dikirimkan 

ke Kepala Lapas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, serta 

disampaikan kepada narapidana yang bersangkutan.  

 
51 Hamdan Pulumuduyo, S.H., pembimbing pemasyarakatan, dalam wawancara dengan penulis, 

Gorontalo, 12 November 2024, pukul 11.00 WITA. 



 
  

Petugas menekankan bahwa setelah surat keputusan diterima, narapidana 

wajib kembali ke Lapas untuk menjalani sisa masa hukuman. Dalam kasus di 

mana narapidana melakukan tindak pidana baru, proses hukum terhadap kejahatan 

tersebut akan tetap berjalan secara terpisah sesuai dengan ketentuan hukum 

pidana.  

Menurut petugas, prosedur ini dirancang untuk memastikan bahwa 

pencabutan pembebasan bersyarat dilakukan secara transparan, akuntabel, dan 

sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga prinsip keadilan tetap terjaga.  

Berdasarkan penjelasan mengenai proses pencabutan pembebasan 

bersyarat, dapat disimpulkan bahwa sistem ini dirancang untuk menjaga 

keseimbangan antara hak narapidana dan kepentingan hukum. Proses yang 

melibatkan berbagai tahap, mulai dari penyusunan laporan, verifikasi, hingga 

pengambilan keputusan oleh Dirjen PAS, menunjukkan adanya mekanisme yang 

ketat untuk memastikan bahwa pencabutan pembebasan bersyarat tidak dilakukan 

secara sewenang-wenang.  

Selain itu, tahapan verifikasi dan analisis risiko residivisme menunjukkan 

bahwa sistem ini juga mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan yang 

diambil. Dengan adanya prosedur yang jelas dan transparan, proses ini 

memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada bukti yang kuat dan 

evaluasi yang objektif.  

Namun, tantangan utama dalam implementasi sistem ini adalah 

memastikan bahwa setiap tahapan dilakukan secara profesional dan tidak ada 

intervensi yang dapat mempengaruhi objektivitas keputusan. Oleh karena itu, 



 
  

pengawasan yang ketat dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi faktor penting 

dalam menjaga integritas sistem pemasyarakatan. 

4.2.4 Diterbitkannya SK Pencabutan Pembebasan Bersyarat 

Tahap penerbitan Surat Keputusan (SK) pencabutan pembebasan bersyarat 

merupakan langkah akhir dalam prosedur pencabutan pembebasan bersyarat 

narapidana yang kembali melakukan tindak pidana di Kota Gorontalo. SK ini 

adalah dokumen resmi yang memberikan legitimasi hukum terhadap keputusan 

pencabutan, sekaligus menjadi pedoman bagi Lapas Kelas IIA Gorontalo untuk 

melaksanakan tindakan lebih lanjut. Proses ini dilakukan secara terstruktur dan 

akuntabel, dengan melibatkan beberapa tahapan yang diawasi oleh Direktorat 

Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) sebagai otoritas tertinggi di bidang 

pemasyarakatan. 

Setelah rekomendasi pencabutan pembebasan bersyarat dari Balai 

Pemasyarakatan (Bapas) selesai dan diterima oleh Kepala Lapas, dokumen 

tersebut disusun secara lengkap untuk diajukan ke Direktorat Jenderal 

Pemasyarakatan melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 

Gorontalo. Dokumen yang diajukan mencakup laporan pelanggaran narapidana, 

rekomendasi resmi dari Bapas, bukti pelanggaran (seperti hasil investigasi atau 

laporan administrasi), serta surat permohonan resmi yang diajukan oleh Kepala 

Lapas. Kelengkapan dokumen ini menjadi dasar utama untuk proses verifikasi di 

tingkat pusat. 

Setelah dokumen diterima oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, tahap 

verifikasi dimulai. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen yang 



 
  

diajukan telah memenuhi persyaratan administratif dan prosedural sesuai dengan 

ketentuan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan 

serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 7 Tahun 2022. Verifikasi meliputi 

pemeriksaan kelengkapan dokumen, validitas bukti pelanggaran, dan evaluasi 

prosedur yang dilakukan oleh Lapas dan Bapas. Apabila ditemukan kekurangan 

atau ketidaksesuaian, dokumen akan dikembalikan ke pihak pengaju untuk 

diperbaiki sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. 

Jika dokumen dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, Direktorat 

Jenderal Pemasyarakatan mulai menyusun Surat Keputusan (SK) pencabutan 

pembebasan bersyarat. Dalam SK tersebut, termuat beberapa elemen penting, 

seperti identitas narapidana (nama, nomor registrasi, dan kasus yang dihadapi), 

dasar hukum pencabutan, deskripsi pelanggaran yang dilakukan, dan ketentuan 

mengenai kewajiban narapidana untuk kembali menjalani sisa masa hukumannya 

di Lapas. Penyusunan SK dilakukan secara hati-hati untuk memastikan bahwa isi 

dokumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mencerminkan asas 

keadilan. 

Setelah SK selesai disusun, dokumen ini diajukan kepada Direktur 

Jenderal Pemasyarakatan untuk ditandatangani. Penandatanganan oleh Dirjen 

PAS menjadi langkah penting karena memberikan legitimasi hukum terhadap 

keputusan tersebut. Proses ini juga menandai bahwa seluruh tahapan sebelumnya 

telah diproses sesuai prosedur yang berlaku. Dengan ditandatanganinya SK oleh 

Dirjen PAS, pencabutan pembebasan bersyarat narapidana menjadi sah secara 

hukum. 



 
  

Setelah ditandatangani, SK pencabutan pembebasan bersyarat 

didistribusikan ke berbagai pihak terkait. Dokumen ini dikirimkan ke Kepala 

Lapas untuk pelaksanaan keputusan, ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan 

HAM sebagai arsip administratif, serta ke narapidana yang bersangkutan melalui 

pemberitahuan resmi. Dalam beberapa kasus, SK juga dapat dikirimkan ke 

instansi terkait, seperti pengadilan atau pihak penegak hukum, terutama jika 

narapidana sedang menjalani proses hukum atas tindak pidana baru yang 

dilakukan. 

Dengan diterbitkannya SK, narapidana secara resmi diwajibkan untuk 

kembali menjalani sisa masa hukumannya di Lapas Kelas IIA Gorontalo. Kepala 

Lapas, bersama petugas pemasyarakatan, bertanggung jawab untuk melaksanakan 

keputusan ini dengan pendampingan dan pengawasan yang sesuai. Narapidana 

juga diberi penjelasan mengenai hak dan kewajiban yang berlaku setelah 

pencabutan pembebasan bersyarat. Tahapan ini mencerminkan pentingnya asas 

transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pemasyarakatan, sekaligus 

memastikan bahwa keputusan pencabutan memiliki dasar hukum yang kuat dan 

tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. 

4.3 Kendala Proses Pencabutan Pembebasan Bersyarat Terhadap 

Narapidana 

Proses pencabutan pembebasan bersyarat di Kota Gorontalo menghadapi 

berbagai kendala, terutama dalam aspek administratif, teknis, hukum, koordinasi 

antar lembaga, serta faktor sosial dan psikologis. 



 
  

Secara administratif, keterlambatan penyusunan dokumen dan kesalahan 

data sering menghambat proses. Secara teknis, gangguan sistem informasi dan 

minimnya fasilitas pendukung juga menjadi tantangan. Dari sisi hukum, bukti 

pelanggaran yang kurang kuat dan ketidaksesuaian prosedur bisa menimbulkan 

sengketa. Selain itu, koordinasi yang kurang efektif antara Lapas, Bapas, dan 

instansi terkait sering memperlambat proses. 

Dari aspek sosial dan psikologis, resistensi narapidana dan stigma 

masyarakat menjadi kendala dalam pelaksanaan pencabutan pembebasan 

bersyarat. Semua faktor ini menunjukkan perlunya peningkatan sumber daya 

manusia, sistem informasi, serta komunikasi antar lembaga agar proses 

pencabutan lebih efisien dan transparan. 

Namun, terdapa 2 kendala yang sering terjadi pada proses pencabutan 

pembebasan bersyarat yakni; kurangnya kerja sama yang efektif antara Lapas 

Kelas IIA Gorontalo, Balai Pemasyarakatan (Bapas), dan aparat kepolisian. 

Kemudian proses penerbitan Surat Keputusan (SK) pembebasan bersyarat 

membutuhkan waktu yang lama. 

4.3.1 Minimnya Koordinasi dengan Pihak Kepolisian 

Dari beberapa kendala yang telah dijelaskan sebelumnya, Minimnya 

koordinasi antara Lapas Kelas IIA Gorontalo, Balai Pemasyarakatan (Bapas), dan 

pihak kepolisian merupakan salah satu kendala utama dalam proses pencabutan 

pembebasan bersyarat terhadap narapidana yang mengulangi tindak pidana yang 

sama. Kendala ini muncul dalam berbagai aspek, mulai dari pelaporan 

pelanggaran hingga pengawasan narapidana bersyarat. 



 
  

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas pemasyarakatan52 bahwa 

salah satu masalah yang sering dihadapi adalah lambatnya proses pelaporan 

pelanggaran dari pihak kepolisian ke Lapas atau Bapas. Ketika narapidana 

bersyarat kembali melakukan tindak pidana, laporan resmi dari kepolisian menjadi 

dasar hukum untuk memulai proses pencabutan. Namun, proses ini sering kali 

memakan waktu lama karena kepolisian harus melalui prosedur investigasi 

terlebih dahulu. Akibatnya, pihak Lapas mengalami keterlambatan dalam 

mengajukan dokumen pencabutan pembebasan bersyarat, sehingga narapidana 

yang melanggar masih bebas berkeliaran dalam waktu tertentu. 

Selain itu, kurangnya sinkronisasi data antara Lapas dan kepolisian juga 

menjadi hambatan. Saat ini, belum ada sistem berbasis digital yang terintegrasi 

untuk melacak data narapidana bersyarat dan catatan tindak pidana baru. Hal ini 

menyebabkan informasi tentang pelanggaran sering terlambat diterima oleh pihak 

Lapas atau Bapas, yang berujung pada keterlambatan dalam mengambil tindakan 

lebih lanjut. 

Kendala lainnya adalah keterbatasan sumber daya kepolisian dalam 

melakukan pengawasan terhadap narapidana bersyarat. Dengan jumlah personel 

yang terbatas, terutama di daerah terpencil, kepolisian tidak selalu dapat 

memantau aktivitas narapidana secara optimal. Hal ini membuat beberapa 

pelanggaran tidak terdeteksi hingga narapidana ditangkap kembali karena 

melakukan tindak pidana yang lebih serius. 

 
52 Hamdan Pulumuduyo, S.H., pembimbing pemasyarakatan, dalam wawancara dengan penulis, 

Gorontalo, 12 November 2024, pukul 11.00 WITA 



 
  

Perbedaan prioritas antara Lapas, Bapas, dan kepolisian juga 

memperburuk situasi. Bagi Lapas dan Bapas, pelanggaran oleh narapidana 

bersyarat menjadi perhatian utama yang memerlukan tindak lanjut segera. Namun, 

bagi pihak kepolisian, penanganan kasus-kasus baru sering kali menjadi prioritas 

utama, sehingga pelanggaran narapidana bersyarat tidak selalu mendapatkan 

perhatian yang memadai. 

Komunikasi yang tidak efektif antara lembaga-lembaga ini turut menjadi 

penghambat. Tidak adanya protokol komunikasi yang jelas menyebabkan 

informasi sering disampaikan secara informal, seperti melalui telepon atau pesan 

singkat. Akibatnya, informasi tersebut tidak tercatat secara resmi, sehingga 

menyulitkan proses administratif untuk melanjutkan pencabutan pembebasan 

bersyarat.53 

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan langkah-langkah 

strategis seperti peningkatan integrasi sistem informasi antara Lapas, Bapas, dan 

kepolisian, serta pembentukan tim khusus untuk menangani pelanggaran 

narapidana bersyarat. Dengan langkah ini, diharapkan proses pencabutan 

pembebasan bersyarat dapat berjalan lebih lancar dan tepat waktu sesuai dengan 

aturan hukum yang berlaku.  

Berdasarkan wawancara sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa proses 

pencabutan pembebasan bersyarat masih menghadapi berbagai hambatan, 

terutama dalam hal koordinasi antar lembaga. Keterlambatan pelaporan dari 

kepolisian, ketidaksinkronan data, dan keterbatasan pengawasan terhadap 

 
53 Hamdan Pulumuduyo, S.H., pembimbing pemasyarakatan, dalam wawancara dengan penulis, 

Gorontalo, 12 November 2024, pukul 11.00 WITA. 



 
  

narapidana bersyarat menjadi faktor utama yang menghambat kelancaran proses 

ini.  

Selain itu, perbedaan prioritas antara Lapas, Bapas, dan kepolisian 

menyebabkan kurangnya perhatian terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh 

narapidana bersyarat. Komunikasi yang tidak efektif dan belum adanya sistem 

digital yang terintegrasi semakin memperburuk situasi. Akibatnya, banyak 

narapidana yang telah melanggar ketentuan tetap bebas dalam waktu tertentu 

sebelum tindakan resmi dapat diambil.  

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan perbaikan dalam sistem 

koordinasi, integrasi data berbasis digital, serta pembentukan mekanisme 

komunikasi yang lebih efektif antara lembaga terkait. Dengan langkah-langkah 

tersebut, pencabutan pembebasan bersyarat dapat dilakukan lebih cepat dan tepat, 

sehingga penegakan hukum menjadi lebih efektif dan transparan. 

4.3.2 Prosedur Penerbitan SK Pembebasan Bersyarat yang Memakan 

Waktu Lama 

Proses penerbitan Surat Keputusan (SK) pencabutan pembebasan 

bersyarat di Lapas Kelas IIA Gorontalo kerap memakan waktu yang lama karena 

melibatkan tahapan administratif dan teknis yang kompleks. Setiap tahap 

memerlukan koordinasi antarinstansi, pemeriksaan mendalam, serta pengambilan 

keputusan yang berjenjang, sehingga memperlambat keseluruhan proses. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas pemasyarakatan54, tahap 

awal dimulai dengan pengumpulan dokumen pendukung, seperti laporan 

 
54 ibid 



 
  

pelanggaran dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) atau pihak kepolisian, riwayat 

narapidana dari Lapas, dan surat permohonan resmi dari Kepala Lapas yang 

ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS). Proses ini 

sering terkendala karena lambatnya pelaporan dari pihak kepolisian atau 

kurangnya koordinasi antarinstansi, yang menyebabkan dokumen tidak dapat 

segera dikumpulkan. Keterlambatan pada tahap ini berdampak langsung pada 

dimulainya proses pencabutan. 

Setelah dokumen terkumpul, berkas diajukan ke Direktorat Jenderal 

Pemasyarakatan untuk ditelaah lebih lanjut. Pada tahap ini, berkas harus melalui 

verifikasi administratif untuk memastikan kelengkapan dokumen. Jika terdapat 

kekurangan, berkas dikembalikan ke Lapas untuk dilengkapi, yang tentunya 

menambah waktu proses. Selanjutnya, dokumen tersebut menjalani evaluasi 

substantif oleh tim khusus untuk menilai kesesuaian prosedur pencabutan dengan 

ketentuan hukum. Proses ini membutuhkan waktu tambahan, terutama ketika 

jumlah kasus yang ditangani Direktorat sangat banyak. 

Keputusan pencabutan pembebasan bersyarat hanya dapat dibuat oleh 

Direktur Jenderal Pemasyarakatan, yang memerlukan penandatanganan langsung. 

Pada beberapa kesempatan, keterlambatan terjadi karena banyaknya tugas Dirjen 

yang menyebabkan proses penandatanganan tertunda. Bahkan setelah SK 

diterbitkan, proses pengiriman dokumen ke Lapas masih menjadi tantangan. 

Pengiriman yang mengandalkan metode fisik atau logistik konvensional sering 

kali memperlambat waktu distribusi, terutama jika terjadi kendala geografis atau 

logistik. 



 
  

Proses panjang ini berdampak signifikan pada penegakan hukum, karena 

selama SK belum diterbitkan, narapidana yang telah melanggar pembebasan 

bersyarat masih berada dalam status bebas. Hal ini berpotensi menimbulkan risiko 

bagi masyarakat dan mengurangi efektivitas sistem pemasyarakatan inilah yang 

menimbulkan  

Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan reformasi prosedural, seperti 

digitalisasi sistem dokumen, penyederhanaan proses administratif, dan penetapan 

protokol waktu penyelesaian di setiap tahap, sehingga proses penerbitan SK dapat 

berjalan lebih cepat dan efisien.  

Menurut peneliti, lambatnya proses penerbitan SK pencabutan 

pembebasan bersyarat di Lapas Kelas IIA Gorontalo mencerminkan perlunya 

perbaikan dalam sistem administrasi dan koordinasi antarinstansi. Kompleksitas 

prosedur, keterlambatan pelaporan, serta ketergantungan pada metode 

konvensional atau metode lama dalam pengolahan dokumen menjadi faktor utama 

yang menghambat kecepatan proses ini. Akibatnya, narapidana yang telah 

melanggar tetap berada dalam status bebas lebih lama dari yang seharusnya, yang 

dapat menimbulkan risiko bagi masyarakat.  

Selain itu, keterlambatan dalam setiap tahap, mulai dari pengumpulan 

dokumen, verifikasi administratif, hingga proses penandatanganan oleh Dirjen 

PAS, menunjukkan adanya kebutuhan akan reformasi sistem. Digitalisasi 

dokumen, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta penerapan batas waktu 

penyelesaian di setiap tahap adalah langkah yang perlu segera diambil. Dengan 

perbaikan tersebut, diharapkan proses pencabutan pembebasan bersyarat dapat 



 
  

berjalan lebih cepat, efektif, dan sesuai dengan prinsip penegakan hukum yang 

adil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

1) Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pencabutan 

pembebasan bersyarat terhadap narapidana yang mengulangi tindak pidana 

di Kota Gorontalo melibatkan proses yang panjang dan kompleks. 

Pelaksanaan pencabutan dilakukan melalui beberapa tahapan yang 

memerlukan koordinasi antara Lapas, Balai Pemasyarakatan (Bapas), 

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS), dan pihak kepolisian. 

Setiap tahap, mulai dari laporan pelanggaran hingga penerbitan Surat 

Keputusan (SK) pencabutan, harus melalui proses administrasi dan 

verifikasi yang ketat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

Namun, dalam praktiknya, proses ini sering mengalami keterlambatan 

karena berbagai kendala yang menghambat efektivitasnya. 

2) Salah satu kendala utama adalah minimnya koordinasi dengan pihak 

kepolisian, yang menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan 

pelanggaran narapidana. Informasi yang tidak segera diterima oleh Lapas 

dan Bapas menghambat pengajuan permohonan pencabutan pembebasan 

bersyarat. Selain itu, prosedur penerbitan SK yang memakan waktu lama 

juga menjadi hambatan, mengingat adanya tahapan verifikasi berlapis di 

tingkat Direktorat Jenderal, tingginya jumlah kasus yang harus ditangani, 

serta keterbatasan sumber daya manusia. Akibatnya, pencabutan 



 
  

pembebasan bersyarat tidak dapat dilakukan secara cepat dan tepat waktu, 

yang berpotensi menimbulkan risiko bagi masyarakat. Oleh karena itu, 

diperlukan perbaikan dalam sistem koordinasi antarinstansi serta 

penyederhanaan prosedur administratif agar proses pencabutan 

pembebasan bersyarat dapat berjalan lebih efektif dan efisien. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran yang 

dapat diajukan untuk meningkatkan pelaksanaan pencabutan pembebasan 

bersyarat terhadap narapidana yang mengulangi tindak pidana di Kota Gorontalo 

adalah sebagai berikut: 

1) Perlu adanya peningkatan koordinasi antar instansi yang terlibat antara 

proses ini. Lapas, Balai Pemasyarakatan (Bapas), Direktorat Jenderal 

Pemasyarakatan, dan pihak kepolisian dalam proses pelaporan 

pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana yang mendapatkan 

pembebasan bersyarat. Serta melakukan penyusunan standar operasional 

prosedur (SOP) yang jelas dan terpadu antarinstansi, sehingga masing-

masing pihak tahu peran dan tanggung jawabnya dalam proses pencabutan 

tersebut. 

2) Untuk mempercepat proses administrasi, sangat diperlukan penerapan 

sistem informasi terintegrasi antara Lapas, Bapas, dan kepolisian. Yang 

berbasis teknologi informasi, sehingga data narapidana yang sedang. 

Mengajukan pembebasan bersyarat dikelola secara digital. 
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